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Edisi Selasa, 3 Juli 2018

SOREANG, (PR).-
Pemerintah Kabupaten Bandung
akan menindak tegas oknum kepala

liar saat penerimaan peserta didik
baru (PPDB). Sanksi tersebut telah
diatur dalam Undang-Undang
Aparatur Sipil Negara.

~Asisten Daerah II Kabupaten Ban-
dung Marlan mengakui, setiap tahun
dalam proses PPDB kerap ditemukan
masalah. Pemerintah Kabupaten Ban-
dung pun terus melakukan perbaikan
sistem. Hal itu agar tidak ada lagi
penyimpangan yang dilakukan oknum
kepala sekolah dalam proses PPDB.
Pelaksanaan PPDB tahun ini sudah
mulai dilaksanakan. Pada Senin
(2/7/2018), SMP mulai membuka
pendaftaran PPDB. "Ini memang
persoalan yang kerap ditemukan se-
tiap tahun, baik dari proses masuk

sekolah yang melakukan pungutan .

maupun setelah calon peserta didik
diterima. Untuk meminimalkan pe-
langgaran PPDB, kami akan terus
mengawasi proses ini,” kata Marlan
di Soreang, kemarin.

Ia mengakui ada beberapa hal yang

‘sering dikeluhkan orangtua seperti

uang pembangunan sekolah, pembe-
lian perlengkapan seragam anak
sekolah, dan iuran lainnya. Pihaknya
tidak akan memberikan toleransi
kepada oknum kepala sekolah yang
terbukti melakukan pungutan liar se-
lain hasil musyawarah yang telah
ditetapkan komite sekolah dengan
orangtua siswa dalam rapat orangtua
siswa. :

”Adanya iuran sekolah itu sebetul-
nya dikembalikan lagi ke orangtua
siswa. Biasanya, setelah penerimaan
peserta didik baru itu ada rapat
orangtua bersama komite sekolah.
Dalam rapat komite sekolah ini
biasanya dibahas berkaitan dengan
uang pembangunan, iuran pendidik-
an bulanan, atau kebutuhan lainnya.
Pihak sekolah tidak boleh melakukan
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Sarana Terbatas, Sistem Zonasi Masih Menuai Persoalan

kegiatan untuk pengadaan seragani ;
sekolah,” kata Marlan.

Zonasi

Kepala Bidang SMP pada Dinas
Pendidikan Kabupaten Bandung,
Adang Sujana mengatakan, dalam
proses PPDB ini Disdik Kabupaten

andung menerapkan sistem zonasi. -

al itu sesuai Peraturan Menteri
Pendidikan RI. Dalam penerimaan
PPDB ini, dikatakan Adang, jumlah
kuota jalur zonasi dialokasikan 90%,
jalur afirmasi 5%, dan jalur ekstra-
kurikuler 5%. Alokasi kuota itu pun
telah ditindaklanjuti dalam Peratur-
an Bupati Bandung tentang PPDB.

Hal senada diungkapkan Kepala
SMP Negeri 1 Margaasih, Ian Rus-
yana. Menurut dia, pada PPDB kali
ini daya tampung murid di sekolah-
nya sebanyak 352 siswa. Jumlah itu
nantinya akan dibagi menjadi 11 rom-

* bongan belajar dengan jumlah murid

32 orang setiap kelasnya.
”Sama seperti tahun sebelumnya,
dalam PPDB ini kami menerapkan

sistem zonasi, sesuai dengan peratur-
an yang ditetapkan pemerintah. Pro-
ses pendaftaran calon peserta didik
baru alhamdulillah berjalan lancar,”
kata Ian.

Sementara itu, Sekretaris Komisi D
bidang pendidikan DPRD Kabupaten
Bandung Dadang Supriatna me-
minta, penerapan sistem zonasi di-
tunda. Hal itu disebabkan belum
adanya pemerataan sarana dan pra-
sarana pendidikan antarkecamatan
di Kabupaten Bandung. :

"Kami mendesak sistem zonasi
dalam PPDB SD dan SMP negeri
agar ditunda dulu sebab belum siap
sarana dan prasarananya,” katanya.

Menurut dia, Pemkab Bandung di-
tuntut untuk menambah sarana dan
prasarana pendidikan baik di sekolah
negeri maupun swasta. "Harus ada
kerja sama yang baik antara sekolah
negeri dengan swasta. Dihitung dulu
kebutuhan ruang kelas dan sarana
lainnya sebelum memberlakukan sis-
tem zonasi," katanya. (Ecep Sukir-
man, Sarnapi)***
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